PIMPINAN DPRD KABUPATEN KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 telah dibahas bersama antara Badan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Katingan;

. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada

huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan



Memperhatikan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penghitungan , Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan,Penyaluran dan dan Laporan
Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penghitungan , Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan,Penyaluran dan dan Laporan
Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi  ,Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

19.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 1).

1. Pidato Pengantar Bupati Katingan Menyampaikan Nota
Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2026 pada Rapat
Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025
tanggal 20 November 2025;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten
Katingan yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-4 Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2025 tanggal 20 November 2025;

3. Jawaban Bupati Katingan terhadap Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-5 Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2025 tanggal 20 November 2025;

4. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna
Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 tanggal 26
November 2025;

5. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan pada Rapat
Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025
tanggal 26 November 2025;

6. Penetapan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan tentang APBD Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-8 Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2025 tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026.

Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.188.300.513.800,00
Terdiri dari :
a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 102.452.285.800,00
b.Pendapatan Transfer Rp. 1.078.798.228.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Rp. 7.050.000.000,00

Daerah yang sah

2. Belanja Rp. 1.242.714.345.380,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (54.413.831.580,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 55.413.831.580,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 54.413.831.580,00



KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU.

KEEMPAT : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Katingan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada
keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 26 November 2025

Salinan sesuai aslinya

T~
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